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KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN WALI NAGARI .......
NOMOR  … TAHUN 2026
TENTANG
PENGUKUHAN PERANGKAT NAGARI  .......  KECAMATAN .......
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WALI NAGARI .......,
Membaca 
:
1.
Surat Rekomendasi Camat ....... Nomor : …… tanggal …… tentang Pengangkatan Perangkat Nagari ....... Kecamatan ........



2.
Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor : …… tanggal ….. perihal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Nagari ....... Kecamatan ........
	Menimbang

	:
	a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Nagari ... dalam jabatan...., maka perlu dilakukan pengukuhan Perangakat Nagari yang baru berdasarkan Rekomendasi dari Camat dan Bupati Lima Puluh Kota untuk membantu Wali Nagari melaksanakan tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Wali Nagari.

	Mengingat

	:

	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Peraturan Nagari … Nomor … Tahun ….. tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari .......  Tahun .... Nomor ….);
8. Peraturan Nagari ....... Nomor …. Tahun …. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ....... (Lembaran Nagari ....... Tahun .... Nomor ....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari ....... Nomor .... Tahun ...  tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari ....... Nomor .... Tahun .... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ....... (Lembaran Nagari ....... Tahun …. Nomor ...);
9. Peraturan Nagari …… Nomor …. Tahun…. tentang Rencana Kerja Nagari Tahun …. (Lembaran Nagari ……..)

10. Peraturan Nagari …… Nomor …. Tahun…. tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran …. (Lembaran Nagari ……….)


MEMUTUSKAN  :
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Mengukuhkan Saudara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini sebagai Perangkat Nagari ....... Kecamatan ........ sebagai unsur pembantu Wali Nagari.


	KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

	:

:

:
:
	Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan sosial dan tambahan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ........ Tahun Anggaran …
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 


Ditetapkan di
.......
pada tanggal 
    02 Januari 2026

WALI NAGARI …,
                                                       
NAMA TANPA GELAR DAN TIDAK BOLD
Tembusan :
1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Kepala DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Camat ....... di ........
6. Bamus Nagari ........
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI .......

NOMOR
:      TAHUN 2026

TANGGAL
:      02 JANUARI 2026

TENTANG
:  PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI .......


 

   KECAMATAN ....... 




   KABUPATEN LIMA PULUH  KOTA
	NO
	Nama
	Tempat / Tanggal Lahir
	Jenis Kelamin
	Pendidikan Terakhir
	Jabatan

	1.
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	



WALI NAGARI .......,

......
